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ABSTRACT

Abstract: Digital transformation in the land administration sector through electronic
services aims to improve the quality of public services, including the electronic service
for the transfer of land rights through sale and purchase transactions. This study aims
to analyze the effectiveness of the electronic land rights transfer service at the Sragen
Regency Land Office, identify the challenges encountered in its implementation, and
formulate administrative and legal solutions to address these challenges. This study
employed a descriptive research design using a mixed-methods approach. Data were
collected through questionnaires, interviews with officers of the Sragen Regency Land
Office and Land Deed Officials (PPAT), observations, and document analysis. The
effectiveness of the service was evaluated based on indicators of timeliness, accuracy,
ease of use, transparency, and accountability. Constraints were analyzed using the
Theory of Constraints (TOC), while solution strategies were formulated through SWOT
analysis. The findings indicate that the electronic land rights transfer service through
sale and purchase at the Sragen Regency Land Olffice has generally been implemented
effectively. However, several challenges remain, including system and infrastructure
disruptions, limited human resource capacity, and user-related issues. System
disruptions constitute the primary bottleneck affecting service continuity and the
quality of land administration data. The proposed solutions include developing
Standard Operating Procedures (SOPs) for system disruption mitigation, implementing
fallback procedures, strengthening land data quality control, enhancing the capacity
of both human resources and service users, and improving inter-agency coordination.
The implementation of these measures is expected to enhance the effectiveness of
electronic land services while supporting greater legal certainty in the administration

of land registration.

Keywords: service effectiveness, electronic services, transfer of land rights through

sale and purchase, Theory of Constraints, SWOT analysis, legal certainty.
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BAB1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah memiliki arti penting dalam kehidupan masyarakat karena berfungsi
sebagai tempat tinggal, sarana kegiatan ekonomi, serta objek yang memiliki nilai
sosial dan hukum. Negara memiliki kewajiban menjamin kepastian hukum atas
penguasaan kepemilikan tanah melalui penyelenggaraan pendaftaran tanah.
Kewajiban tersebut diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960
tentang peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) yang mengatur pemerintah
dalam menyelenggarakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik guna
menjamin kepastian hukum. Ketentuan tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 juncto Peraturan Menteri
Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 yang berlaku di
lingkungan BPN tentang Pendaftaran Tanah yang mengatur berbagai kegiatan
pendaftaran tanah termasuk pendaftaran peralihan hak atas tanah karena jual beli.

Peralihan hak atas tanah karena jual beli merupakan salah satu bentuk
pemeliharaan data pendaftaran tanah yang paling sering dilakukan oleh
masyarakat. Melalui proses pendaftaran peralihan hak, negara memberikan
pengakuan dan perlindungan hukum terhadap perubahan kepemilikan tanah dari
penjual kepada pembeli, pelayanan peralihan hak atas tanah tidak hanya bersifat
administratif, tetapi juaga merupakan instrument penting dalam mewujudkan
kepastian hukum dan perlindungan hak keperdataan masyarakat.

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan tuntutan reformasi
birokrasi, pemerintah melakukan transformasi digital dalam berbagai sector
pelayanan publik termasuk bidang pertanahan. Pemanfataatn teknologi informasi
dalam penyelenggaraan pemerintahan memperoleh landasan hukum melalui
Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, serta diperkuat dengan

diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 mengani Sistem



Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) .Regulasi Tersebut menegaskan bahwa e-
government merupakan bentuk penyelenggaraan pemerintah yang menggabungkan
teknologi informasi dan komunikasi dalam memberikan layanan kepada lembaga
pemerintah, aparatur sipil negara, dunia usaha, dan masyarakat umum (Septiani et
al., 2022). Diberlakukannya sistem pemerintahan yang memanfaatkan teknologi
elektronik, pelayanan publik diharapkan dapat dilaksanakan secara lebih
transparan, akuntabel, dan efisien sesuai dengan prinsip good governance.
Transformasi digital di bidang pertanahan menjadi sebuah kebutuhan
mendesak untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi layanan. Digitalisasi tidak
samata-mata bertujuan meningkatkan kecepatan dalam proses administrasi,
melainkan juga berfungsi untuk mewujudkan kepastian hukum bagi pemilik tanah
serta meminimalisir potensi konflik pertanahan (Yansen & Al-Amin, 2025).
Adapun dengan penerapan sistem berbasis elektronik, seluruh data yuridis dan fisik
tanah dapat disimpan, diolah, dan diakses secara terpadu, sehingga memudahkan
masyarakat maupun pemerintah dalam pengawasan dan pengambilan keputusan.
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
(ATR/BPN) membuat berbagai kebijakan strategis sebagai bagian dari agenda
transformasi digital disektor pertanahan, yang berorientasi pada peningkatan
efisiensi layanan, keterbukaan penyelenggaraan, serta jaminan kepastian hukum
pelayanan publik. Implementasi dari kebijakan tersebut diwujudkan melalui
penerbitan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penerbitan
Dokumen Elektronik dalam Kegiatan Pendaftaran Tanah, yang mengatur secara
rinci mengenai tata cara pendaftaran tanah, termasuk peralihan hak, melalui
penggunaan dokumen elektronik. regulasi ini tidak hanya menandai peralihan
administrasi ke sistem digital, tetapi juga membentuk kerangka hukum yang
komprehensif agar pengelolaan hak atas tanah berlangsung secara legal, efisien,

dan akuntabel (Permana et al., 2023).



Penerapan layanan elektronik di bidang pertanahan juga terbukti membawa
dampak positif. Menurut penelitian (Akwan et al., 2025), digitalisasi hak atas tanah
berpengaruh sebesar 77,5% terhadap meningkatnya kualitas pelayanan publik,
khususnya dari segi kecepatan, akurasi data, dan kepuasan pengguna. Contohnya
dapat dilihat pada penerapan Hak Tanggungan Elektronik (HT-el) yang mampu
mempersingkat waktu proses pelayanan dan menjamin kepastian hukum yang lebih
tinggi bagi pengguna layanan. Dengan adanya transformasi digital, pelayanan
pertanahan diharapkan tidak hanya menjadi lebih efektif dan efisien, tetapi juga
lebih akuntabel serta mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap
lembaga pemerintah. Penerapan layanan elektronik di lingkungan ATR/BPN
meningkatkan efisiensi sistem, ketersediaan layanan, keamanan data, serta
keakuratan informasi publik (Hidayah, 2024). Kebijakan sertipikat elektronik
setelah diterbitkan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 3 Tahun 2023 telah
memperkuat legitimasi hukum terhadap transaksi pertanahan elektronik dan
meminimalisir resiko terjadinya sengketa administrasi. (Jagadhita, 2025)

Meskipun secara konsep sistem digital terlihat menjanjikan, dalam
praktiknya sering kali terdapat kesenjangan antara kebijakan dan pelaksanaan.
Kualitas pelayanan elektronik bukan hanya ditentukan oleh perangkat lunak
(software), tetapi juga sangat ditentukan oleh kapasitas sumber daya manusia
(humanware) dan kualitas data (infoware). Bebebrapa permasalahan yangs sering
muncul meliputi gangguan sistem, keterbatasan teknologi informasi, kualitas
jaringan internet yang belum merata, pembaruan sistem yang belum stabil, serta
perbedaan kompetensi sumber daya manusia dalam mengoperasikan layanan. Dari
sisi kelembagaan, proses digitalisasi juga memerlukan koordinasi yang baik antara
Kantor Pertanahan, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), serta instansi pendukung.
(Fitrianingsih et al., 2021), mengungkapkan bahwa tidak semua kantor pertanahan
tingkat kabupaten atau kota berhasil menggabungkan sistem arsip digital dengan
peta bidang tanah secara optimal, sehingga menimbulkan tantangan dalam

mewujudkan layanan online sepenuhnya. Digitalisasi administrasi pertanahan



bukan hanya dalam bentuk modernisasi, tetapi bagian dari strategi mempercepat
pembangunan nasional dan integrasi antar sektor.

Kantor Pertanahan Kabupaten Sragen merupakan salah satu kantor
pelaksana teknis di bawah Kementerian ATR/BPN yang bertanggung jawab
terhadap pendaftaran hak atas tanah bagi masyarakat di Kabuapten Sragen.
Kabupaten Sragen juga termasuk dengan volume pelayanan pertanahan yang relatif
tinggi. Berdasarkan sumber dari berita RadarSolo Jawapos, Kantor Pertanahan
Kabupaten Sragen telah mencapai sekitar 90% bidang tanah tersertifikasi dan
menargetkan status kabupaten lengkap pada tahun 2025. Namun masih terdapat
sekitar 4.000-7.000 bidang tanah yang belum tersertipikat, serta ribuan berkas yang
setiap tahunnya berada dalam proses penyelesaian. Layanan peralihan hak atas
tanah karena jual beli dipilih sebagai fokus penelitian karen merupakan jenis
pelayanan yang paling sering dilakukan masyarakat dan memiliki konsekuensi
hukum yang langsung berkaitan dengan perubahan status kepemilikan tanah.
Proses peralihan hak atas tanah karena jual beli melibatkan interaksi antara penjual,
pembeli, PPAT, dan Kantor Pertanahan sehingga menuntut sistem pelayanan yang
tidak hanya efektif secara administratif tetapi juga mampu menjamin kepastian
hukum bagi seluruh pihak yang terlibat.

Isu utama yang diangkat dalam penelitian ini adalah masih adanya kendala
teknis dan operasional dalam Implementasi layanan elektronik peralihan hak atas
tanah. Oleh karena itu, Kantor Pertanahan Kabupaten Sragen dipilih sebagai lokasi
penelitian berdasarkan pertimbangan empiris dan akademik yaitu: (i) Kantor
Pertanahan Kabupaten Sragen dikenal sebagai salah satu satuan kerja yang sedang
melaksanakan transformasi layanan elektronik pertanahan. (ii) Kantor Pertanahan
Kabupaten Sragen termasuk kategori kantor dengan volume pelayanan pertanahan
yang tinggi. (iii) variasi jenis permohonan (misalnya peralihan hak, pendaftaran,
sertifikasi) yang menggambarkan keragaman pemohon mulai dari individu warga
biasa hingga pelaku usaha lokal yang dapat dianalisis efektivitas layanan digital

dari berbagai sisi seperti kecepatan, akurasi, transparansi dan kepuasan pengguna



dalam lingkungan nyata yang sangat dinamis. Kondisi ini memberikan peluang
penelitian yang kaya, karena peneliti data mengamati proses penerapan kebijakan
digitaliasi secara langsung, termasuk dinamika operasional, tantangan teknis, seta
respon aktor internal dan eksternal.

Berdasarkan uraian yang telah dijabarkan, maka penelitian ini dilakukan
untuk menganalisis efektivitas layanan elektronik pendaftaran peralihan hak atas
tanah karena jual beli, mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi dalam
pelaksanaannya, serta merumuskan solusi administratif dan kelembagaan untuk
mendukung terwujudnya pelayanan pertanahan yang efektif dan efisien, serta
memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini
dilakukan dengan judul “Analisis Efektivitas dan Kendala Layanan Elektronik
Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah Karena Jual Beli di Kantor

Pertanahan Kabupaten Sragen.”

. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti menetapkan sejumlah rumusan

masalah yang menjadi fokus kajian penelitian, yaitu:

1. Bagaimana efektivitas pelaksanaan layanan elektronik Peralihan hak atas tanah
karena jual beli di Kantor Pertanahan Kabupaten Sragen dalam menjamin
kepastian hukum bagi masyarakat?

2. Faktor-Faktor apa saja yang menjadi kendala dalam Implementasi peralihan
hak atas tanah secara elektronik di Kantor Pertanahan Kabupaten Sragen?

3. Bagaimana formulasi solusi administratif dan hukum yang dilakukan Kantor
Pertanahan Kabupaten Sragen untuk memitigasi kendala layanan elektronik

tersebut?

. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan arah dan pedoman pelaksanaan
penelitian agar selaras dengan rumusan masalah yang telah ditetapkan, dengan

tujuan sebagai berikut:



1.

Menganalisis efektivitas layanan elektronik Peralihan hak atas tanah di Kantor
pertanahan Kabupaten Sragen dalam menjamin kepastian hukum bagi
masyarakat.

Mengidentifikasi faktor-faktor kendala yang memengaruhi pelaksanaan
layanan elektronik peralihan hak atas tanah karena jual beli di Kantor
Pertanahan Kabupaten Sragen.

Merumuskan solusi administratif dan hukum yang dapat dilakukan untuk
mengatasi kendala serta mengoptimalkan pelaksanaan layanan elektronik
peralihan hak atas tanah karena jual beli di Kantor Pertanahan Kabupaten

Sragen.

D. Manfaat Penelitian

1.

Manfaat Teoritis

a. Menambah wawasan di bidang Hukum dan Administrasi Pertanahan
Elektronik (E-Government), khususnya implementasi e-service di bidang
agraria.

b. Memberikan kerangka pemikiran dalam menganalisis gap antara kebijakan
transformasi digital dengan praktik di lapangan.

Manfaat Praktis

a. Memberikan rekomendasi teknis dan administratif kepada Kantor
Pertanahan Kabupaten Sragen untuk penyempurnaan Standar Operasional
Prosedur (SOP), Peningkatan kapasitas SDM, dan penguatan infrastruktur
data dalam pelayanan elektronik.

b. Menjadi studi kasus yang relevan bagi Taruna STPN dalam memahami
tantangan dan peluang digitalisasi layanan pertanahan.

Manfaat Sosial

Turut berkontribusi dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik BPN,

menjamin transparansi, dan mempercepat proses kepastian hukum pertanahan

bagi masyarakat dan PPAT di Kabupaten Sragen.



BAB VII
PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai efektivitas
layanan elektronik pendaftaran peralihan hak atas tanah karena jual beli di Kantor

Pertanahan Kabupaten Sragen, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Efektivitas Layanan Elektronik Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah Karena
Jual Beli

Hasil analisis data menunjukkan bahwa layanan elektronik pendaftaran
peralihan hak atas tanah karena jual beli di Kantor Pertanahan Kabupaten
Sragen memperoleh skor rata-rata efektivitas sebesar 3,22 (kategori Cukup
Efektif). Hasil uji one sample t-test (t = —0,730; Sig. 1-tailed = 0,234 > 0,05)
menunjukkan bahwa HO diterima, sehingga layanan elektronik ini secara
statistik dinyatakan sudah efektif, meskipun skornya berada dekat dengan
ambang batas kategori "Efektif" sehingga masih memerlukan penjagaan
kualitas secara konsisten.

2. Kendala utama pelaksanaan layanan, berdasarkan analisis Theory of
Constraints, adalah gangguan sistem dan infrastruktur sebagai bottleneck
utama, diikuti oleh keterbatasan kapasitas sumber daya manusia dan
pemahaman pengguna layanan terhadap sistem elektronik. Kendala tersebut
berisiko menurunkan kualitas data yang menjadi dasar kepastian hukum hak
atas tanah sebagaimana tujuan pendaftaran tanah dalam Pasal 3 Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997.

3. Solusi mitigasi yang dirumuskan melalui analisis SWOT meliputi penyusunan
SOP mitigasi gangguan sistem, penguatan verifikasi dan validasi data berlapis,
peningkatan kapasitas SDM dan pengguna layanan, penguatan koordinasi
dengan Kantor Wilayah BPN, serta pemberian dispensasi batas waktu

pelayanan pada kondisi force majeure.
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B. Saran

1.

Bagi Kantor Pertanahan Kabupaten, hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan
pertimbangan dalam upaya penuatan tata kelola layanan elektronik, khusunya
melalui kebijakan internal yang mampu menjamin keberlangsungan pelayanan
ketika terjadi gangguan sistem elektronik. Selain berorientasi pada kecepatan
layanan, pengelolaan layananan perlu juga diarahkan pada pemeliharaan
kualitas data sebagai dasar terwujudnya kepastian hukum.

Bagi pengguna layanan (PPAT dan masyarakat), perlu peningkatan ketelitian
dalam pengunggahan dokumen dan pengisian data permohonan, serta
pemahaman terhadap prosedur layanan elektronik, agar kualitas data yang
masuk ke sistem tetap terjaga dan pemanfaatan sistem dapat dilakukan secara
optimal.

Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat dikembangkan dengan mengkaji
jenis layanan elektronik pertanahan lainnya, memperbesar jumlah sampel, atau
menggunakan pendekatan penelitian yang berbeda, agar diperoleh kajian yang

lebih komprehensif.
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